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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui program penguatan demokrasi lokal.
Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan 60 peserta yang terdiri dari
masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif
antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Program Studi Hukum melalui
penyuluhan, diskusi kelompok (FGD), serta interaksi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas
dengan capaian pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi juga
meningkat, yang ditunjukkan dengan kemampuan menyampaikan aspirasi dan keterlibatan dalam
proses dialog. Pendekatan lintas disiplin yang diterapkan terbukti efektif dalam memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif terkait peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Kegiatan
ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan
dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, program pengabdian ini
diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan,
dan berkelanjutan.

Kata kunci : Demokrasi daerah, Partisipasi publik, Pengabdian Masyarakat, Tata pemerintahan,
Transparansi.

ABSTRACT

This community service activity aims to enhance public understanding and participation in local
government administration through a local democracy strengthening program. The activity was
conducted in Kutai Kartanegara Regency, involving 60 participants consisting of community
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members and local stakeholders. The method used was a collaborative approach between the Urban
and Regional Planning Study Program (PWK) and the Law Study Program through outreach, focus
group discussions (FGD), and participatory interaction. The results of the activity showed an increase
in public understanding of the concepts of public participation, transparency, and accountability, with
achievements in the high to very high category. Participants’ active involvement in discussions also
increased, as indicated by the ability to express aspirations and engage in the dialogue process. The
interdisciplinary approach applied applied proved effective in providing a more comprehensive
understanding of the role of the community in regional development. This activity contributed to
strengthening community awareness of the importance of involvement in the planning and supervision
of development. Thus, this service program is expected to encourage the realization of a more
democratic, transparent, and sustainable regional governance.

Keywords : Community service, Governance, Public participation, Regional democracy,
Transparency.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis menuntut adanya
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu
indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi,
masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga
sebagai aktor yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik
(Ariawan et al., 2022).

Meskipun berbagai mekanisme partisipatif telah disediakan pemerintah, seperti
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tingkat keterlibatan masyarakat
dalam proses pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi publik dipengaruhi oleh keterbatasan
literasi demokrasi, rendahnya akses informasi publik, serta kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam sistem pemerintahan daerah (Margareta &
Salahudin, 2022; Syifana et al., 2025).

Partisipasi publik yang efektif memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas
kebijakan publik. Masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung mampu memberikan
masukan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta berkontribusi dalam pengawasan
pembangunan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Ikmal, et al,
2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berperan dalam memperkuat kepercayaan
publik terhadap institusi pemerintahan dan mendukung terciptanya pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2022).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan edukatif yang
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik
dalam sistem demokrasi daerah. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah melalui
kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah” yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi
Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai peran strategis mereka dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek partisipasi publik, transparansi, dan
akuntabilitas
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Melalui pendekatan penyuluhan dan diskusi interaktif, kegiatan ini diharapkan
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam
proses pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun
komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga
tercipta hubungan yang sinergis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang
demokratis.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki peran
strategis dalam  memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan
mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Diharapkan, peningkatan
pemahaman ini dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkualitas
dalam proses pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih
inklusif, transparan, dan berkelanjutan

2. METODE

Tahapan kegiatan pengabdian diawali dengan persiapan melalui koordinasi dengan
pemangku kepentingan serta identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman
demokrasi daerah. Tim dari Program Studi Hukum dan Program Studi Perencanaan Wilayah
dan Kota (PWK) melakukan pemetaan awal terhadap permasalahan masyarakat, baik dari
aspek pemanfaatan ruang maupun regulasi dan kebijakan publik.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok (FGD), dan
interaksi langsung dengan masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Materi
disampaikan menggunakan pendekatan integratif, yaitu perspektif perencanaan wilayah
yang menekankan partisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan ruang, serta perspektif
hukum yang membahas hak, kewajiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Januari 2026 dan 13 Maret 2026 di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat
dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi. Tahap evaluasi dilakukan
melalui observasi terhadap tingkat partisipasi, pemahaman, dan respons peserta.

Melalui integrasi pendekatan Hukum dan PWK, kegiatan ini diharapkan mampu
meningkatkan pemahaman masyarakat secara komprehensif serta mendorong partisipasi
publik dalam mewujudkan tata pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penguatan demokrasi
daerah dilaksanakan dengan melibatkan 60 peserta yang terdiri atas masyarakat umum,
perangkat desa, dan pemangku kepentingan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan pendekatan Program Studi Hukum dan
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) memberikan kontribusi signifikan
dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait partisipasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terdapat peningkatan
pemahaman peserta terhadap konsep dasar demokrasi daerah, khususnya terkait partisipasi
publik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum
memahami secara komprehensif mekanisme keterlibatan dalam proses perencanaan dan
pengawasan pembangunan. Namun, setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai mampu
mengidentifikasi peran mereka dalam forum-forum partisipatif seperti musrenbang serta
memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Untuk mengukur efektivitas kegiatan,
digunakan beberapa indikator peningkatan yang diamati secara kualitatif, yaitu:

Tabel 1. Indikator Peningkatan Kapasitas Peserta.

No Indikator Kondisi Awal Kondisi Setelah Kegiatan
1 Pemahaman konsep partisipasi publik Rendah Meningkat
2 Pengetahuan tentang transparansi & akuntabilitas Terbatas Lebih memahami
3 Kemampuan  mengidentifikasi peran dalam Kurang Mulai berkembang
pembangunan
4 Partisipasi dalam diskusi Pasif Aktif
5 Kemampuan menyampaikan aspirasi Rendah Lebih percaya diri

Dari tabel diatas menunjukkan adanya perubahan positif baik dari aspek kognitif
maupun partisipatif. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari pemahaman materi, tetapi juga
dari keterlibatan aktif peserta selama proses diskusi berlangsung.

Pendekatan kolaboratif antara bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan Hukum
terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Perspektif
Perencanaan Wilayah dan Kota membantu peserta memahami keterkaitan antara partisipasi
masyarakat dan perencanaan pembangunan wilayah, sementara perspektif hukum
memberikan landasan normatif terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem
pemerintahan. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya
memahami “apa” itu partisipasi publik, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” partisipasi
tersebut penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1. Dampak dan Implikasi terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan program penguatan demokrasi daerah menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses
pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya
antusiasme peserta dalam menyampaikan pertanyaan, mengemukakan aspirasi, serta berbagi
pengalaman terkait permasalahan pembangunan di lingkungan masing-masing. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kegiatan edukatif berbasis partisipatif mampu mendorong peningkatan
kapasitas warga dalam memahami hak dan perannya sebagai bagian dari sistem
pemerintahan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Kurniawan (2023) yang menyatakan
bahwa peningkatan literasi demokrasi melalui kegiatan edukasi masyarakat berkontribusi
signifikan terhadap peningkatan partisipasi warga dalam forum-forum pembangunan daerah.
Demikian pula penelitian Sari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa masyarakat yang
memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola pemerintahan cenderung lebih aktif
dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.

12 JAUS, Volume 4, No.1, Juni 2026



E-ISSN 2988-6317
P-ISSN 2988-7704
JAUS: Jurnal Abdimas Untag Samarinda
Volume 4, Nomor 1, Juni 2026. Hal.9-16
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAUS

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil menciptakan ruang
dialog yang lebih terbuka antara masyarakat dan narasumber. Menurut OECD (2022),
komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu
faktor utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas partisipasi
warga dalam proses pemerintahan. Keterbukaan ruang diskusi memungkinkan masyarakat
memperoleh informasi yang lebih baik sekaligus memberikan kesempatan untuk
menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Dari perspektif pembangunan wilayah, peningkatan partisipasi masyarakat
berkontribusi terhadap terwujudnya proses perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis
kebutuhan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih et al. (2024) menunjukkan
bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mampu
meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperkuat legitimasi kebijakan
yang dihasilkan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan
pengetahuan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk
memperkuat praktik demokrasi lokal, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan
mendorong pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

3.2. Output Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan beberapa luaran yang dapat diidentifikasi
secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun produk
kegiatan. Output tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Output Kegiatan Pengabdian.

Persentase

No Indikator Parameter Pengukuran Hasil (Jumlah) (%) Kategori
0
1 Pemahaman partisipasi publik Peserta memahami konsep 52 dari 60 86,7% Tinggi
dasar
2 Pemahaman transparansi & Peserta memahami materi 50 dari 60 83,3% Tinggi
akuntabilitas hukum pemerintahan
3 Partisipasi aktif dalam diskusi Peserta bertanya/berpendapat 48 dari 60 80,0% Tinggi
4 Kemampuan menyampaikan Peserta mampu 45 dari 60 75,0% Cukup Tinggi
aspirasi mengemukakan isu
5 Kesadaran peran dalam  Peserta memahami peran 51 dari 60 85,0% Tinggi
pembangunan dalam musrenbang
6 Kepuasan terhadap kegiatan Respon  positif  terhadap 54 dari 60 90,0% Sangat Tinggi
kegiatan

Tingginya capaian pada indikator pemahaman partisipasi publik (86,7%) dan
kesadaran peran dalam pembangunan (85%) menunjukkan bahwa metode penyuluhan dan
diskusi partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami
mekanisme demokrasi lokal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al. (2024)
yang menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif efektif dalam meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan mendorong keterlibatan
warga dalam proses pembangunan daerah.
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Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep partisipasi publik mencapai 86,7%,
sementara pemahaman terhadap transparansi dan akuntabilitas sebesar 83,3%, yang
termasuk dalam kategori tinggi.

Partisipasi aktif peserta dalam diskusi juga menunjukkan hasil yang baik, dengan
persentase sebesar 80%, yang mengindikasikan bahwa metode partisipatif yang diterapkan
mampu mendorong keterlibatan peserta secara optimal. Selain itu, tingkat kepuasan peserta
terhadap kegiatan mencapai 90%, yang menunjukkan bahwa materi dan metode yang
digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif
antara bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) dan Hukum efektif dalam
meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas masyarakat yang ditunjukkan melalui tingginya
pemahaman mengenai partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas sejalan dengan
temuan Margareta dan Salahudin (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat
dalam proses pembangunan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu,
penelitian Tresiana et al. (2023) menjelaskan bahwa penguatan demokrasi deliberatif melalui
forum dialog dan keterlibatan warga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini juga
didukung oleh Nasution dan Lutfi (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan partisipasi
masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, capaian kegiatan ini tidak hanya
mencerminkan keberhasilan program pengabdian dalam meningkatkan literasi demokrasi
masyarakat, tetapi juga mendukung penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif,
partisipatif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program penguatan
demokrasi daerah telah berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan kolaboratif antara Program Studi
Hukum dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) memberikan kontribusi
yang komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara aspek perencanaan pembangunan
dan kerangka hukum pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan
signifikan pada berbagai indikator, antara lain pemahaman partisipasi publik, transparansi,
dan akuntabilitas yang berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Selain itu, tingkat
partisipasi aktif peserta dalam diskusi serta kemampuan dalam menyampaikan aspirasi juga
menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menandakan bahwa metode penyuluhan
dan diskusi partisipatif yang digunakan efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat.
Kegiatan ini juga berhasil membangun ruang dialog antara masyarakat dan narasumber,
sehingga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran masyarakat dalam
proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Dengan demikian, kegiatan
pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan
pengetahuan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam memperkuat
praktik demokrasi lokal yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan,
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kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas
serta didukung oleh evaluasi berbasis data yang lebih terstruktur, sehingga dapat semakin
meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah
yang baik.
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